PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR & TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan

penyederhanaan birokrasi dilingkup

kebijakan

pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan
persetujuan menteri dalam negeri melalui surat
nomor 800/7496/0OTDA Tanggal 18 November 2021
hal pertimbangan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Provinsi
Sumatera Selatan;

bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
nomor 048 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematagl;g
Ilir Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembetukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887)
sebagimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubah
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesai Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang
pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas urusan
Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota;



10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Adminitrasi

kedalam Jabatan Fungsional;

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 84};

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1});




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Iir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam
menyelenggarakan Pemerintah Daerah,

S. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Bupati Penukal
Abab Lematang Ilir.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan
Pangan

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Ketahanan Pangan.

10.Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada
Dinas Ketahanan Pangan.

11. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok
Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
tinggi pratama masing-masing.

12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan




organisasi vang dalam pelaksaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

13. Unit Pelaksana Teknik Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknik operasional dan fatau kegiatan teknik

penunjang tertentu pada dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan wunsur pelaksana urusan
pemerintah  dibidang Pangan yang menjadi
kewenagan daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas vyang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Sebagai Berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional,
c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional,
d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional,
e. UPTD
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang




berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3} Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris.

(5) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi
kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada provinsi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada pasal 4, dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan,
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b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;

c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung
dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dam keamanan pangan;

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan;

f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas memimpin, melakukan koordinasi,
pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan
pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di ingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
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Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sekretariat dinas

menyelenggarakan fungsi :

a.

koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di
bidang ketahanan pangan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumah  tanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi;

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana,
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi,

urusan kepegawaian serta urusan tata usaha. Dalam

melakukan tugas, subbagian Umum dan Kepegawaian

melakukan uraian tugas :

a.

melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang
milik negara;

melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan,;

. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta

ketatalaksanaan;

melakukan urusan kepegawaian;

melakukan urusan hukum dan perundang-
undangan,;

melakukan urusan ketatausahaan, Kkearsipan,
kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan
dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Dinas sesuai dengan tugasnya.
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Bagian Keempat
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 10

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan
dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi

pangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
pasal 10, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang
ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi
pangan;

c. penyiapan pelaksanaan  kebijakan di  bidang
ketersediaan dan distribusi pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang ketersediaan dan distribusi pangan;

e. penyiapan  pemantapan  program di  bidang
ketersediaan dan distribusi pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
dan

g. pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 12

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pemberian
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang

konsumsi dan keamanan pangan.
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Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

pasal 12, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi
pangan dan keamanan pangan;

penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan
pangan;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi
pangan dan keamanan pangan;

penyiapan pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan,;
penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi
pangan dan keamanan pangan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan
pangan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 ayat (1) huruf b nomor 2, huruf ¢ dan
huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang
sub-koordinator  yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada

masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
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(3)

(4)

Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2)
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional
pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina
kepegawaian atas usulan pejabat vang berwenang.
Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-
koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau
tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas
dapat dibentuk UPTD.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas/Badan.

Pasal 16

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi,

uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata

kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat

(1) diatur lebih dengan peraturan Bupati.

\a YN
BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di

lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun




horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi
dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain

sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pemimpin bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai
dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah

ditetapkan.

Pasal 20

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada
pasal 19 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebith lanjut untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat
Sturuktural yvang akan disetarakan ke dalam jabatan
fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai

dilakukannya  pelantikan Pejabat Fungsional dan
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ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan keputusan
bupati yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua
ketentuan yang mengatur mengenai Penjabaran tugas
pokok dan fungsi dinas Ketahanan Pangan dalam
Peraturan Bupati nomor 048 Tahun 2016 di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan  Bupati ini  berlaku pada  tanggal
diundangkannya. Agar setiap orang mengetahui,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan Di Talang Ubi
pada tanggal 28 oavuar 2022
(BUPA’I‘I PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Qo)

Mmm AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 98 ocavueny 2022

SEKRETARIS DAERAH

W PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

KARTIKA YANTI,

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2022 NOMOR 2%




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 8} TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
BIDANG KETERSEDIAAN BIDANG KONSUMSI DAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN KEAMANAN PANGAN
T,
e IKELOMPOK JABATAN
l FUNSIONAL
UPTD

f BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, _Q

ﬂ'(,a]’ﬁ M

ERI AMALINDO
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